
BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 36 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR  

NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN  

DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA 

DI KABUPATEN BLITAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLITAR, 

 

 
Menimbang  : a.  bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu 

infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital 

dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang 

udara; 

b. bahwa untuk menunjang  perpindahan pusat pemerintahan 

dari Kota Blitar ke wilayah Kecamatan Kanigoro perlu 

peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan menara 

telekomunikasi yang harus memperhatikan faktor keamanan 

lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, 

maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan 

Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3817); 

 
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3881); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  3980); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3981); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan 

dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4075);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4146); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

88); 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 

tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten; 

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 

07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/2009, 

Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005 

tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur; 

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang  

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW 

Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; 

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 

25. Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan 

dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 
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26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 ; Nomor : 

07/PRT/2009 ; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; 

Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dilengkapi 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi 

Bersama. 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan 

Tahun 2031. 

30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama 

di Kabupaten Blitar. 

 

Memperhatikan : Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan 

PT. Devan Telemedia tanggal 29 Januari 2015 Nomor 

554/48/409.107/2015 dan Nomor 0109/NOKES-DEV/I/2015 

tentang Penyusunan Master Plan Zona Penempatan Lokasi 

Menara Bersama di Kabupaten Blitar. 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN 

BLITAR  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara 

Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Blitar Nomor 

4/E Tahun 2014) diubah sebagai berikut : 

1. Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut 

dalam Peraturan ini. 



- 5 - 

 

2. Lampiran II diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam 
Peraturan ini. 

          

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Blitar. 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di  Blitar 
pada tanggal 12 Oktober 2015    

 
 

BUPATI  BLITAR, 

 

Ttd. 

HERRY NOEGROHO 
 

 
 
 
Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 12 Oktober 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR 

 

 
 

Ttd. 
 

                  PALAL ALI SANTOSO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 36/E 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


